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GUBERNUR KALI

MANTAN TIMUR

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat
(2) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, Kepala Bappeda menyusun Rancangan Akhir
RKPD berdasarkan hasil Musrenbang dan RKPD
menjadi pedoman penyusunan RAPBD, serta RKPD
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 129 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan menjadi
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan
Peraturan Gubernur;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2017;

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor
1106);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan  Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang
Pinjaman Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4042);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota Tahun 2014 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 09);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 13);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2008 Nomor 5);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2014 Nomor 7);

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 55
Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan Provinsi Kalimantan
Timur (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 55);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2018.

Pasal 1

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2018 adalah Rencana Tahunan yang menggambarkan Visi, Misi,
Rancangan Kerja Ekonomi Daerah, Sasaran, Arah Kebijakan dan Prioritas
Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2018.

Pasal 2

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun berdasarkan :

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2013-2018; dan

b. Prioritas Pembangunan Tahunan Nasional dalam Rancangan Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2017.

Pasal 3

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 terdiri dari :

BABI. Pendahuluan

BABII. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun lalu dan Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan

BAB Ill. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan
Daerah

BAB IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2018

BAB V. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018

BAB VI. Penutup

Pasal 4

Rincian lebih lanjut RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1) RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 menjadi acuan
penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah
(RENJA-PD) Tahun 2018 di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur.

(2) Dalam penyempurnaan Rancangan RKPD Kabupaten/Kota di Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2018 harus berpedoman pada RKPD Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2018.

(3) Dalam menyusun Kebijakan Umum Anggran APBD (KUA) dan Plafon
Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tim Anggaran Pemerintah Daerah
(TAPD) harus berpedoman pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2018.
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(4) KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dibahas
bersama DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk kemudian menjadi Nota
Kesepakatan KUA dan PPAS.

(5) Berdasarkan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Tahun 2018.

Pasal 6
Gubernur Kalimantan Timur menyampaikan RKPD Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2017 kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia bersamaan

dengan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2017.

Pasal 7
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 9 Juni 2017

GUB WE@}MANTAN TIMUR,
0\) [N

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 20.



